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ABSTRAK

Negara miskin dan berkembang seperti Indonesia, persoalan
ketenagakerjaan memperlihatkan adanya dilema. Di satu sisi ada idealisme negara
untuk tampil sebagai negara yang mensejahterakan rakyatnya. Di sisi lain ada
kenyataan bahwa negara seperti tidak berdaya mengatasi ketimpangan sosial.
Sehingga munculnya fenomena pengemis dengan menggunakan kostum badut
karakter di Kota Palangka Raya. Fokus masalah pada penelitian ini adalah
mengetahui dan menganalisis penanganan Pengemis Berkostum Badut Karakter di
Kota Palangka Raya serta implementasi dan faktor yang mempengaruhi
implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012
tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis
sosiologis dan pendekatan sosio-legal dalam bentuk kualitatif deskriptif. Dalam
penelitian ini terdapat 2 (dua) orang subjek yaitu staff Dinas Sosial Kota Palangka
Raya dan staff Satpol PP Kota Palangka Raya dan 3 (tiga) orang informan yaitu
Pengemis Berkostum Badut Karakter. Adapun teknik yang digunakan untuk
pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
ini, yaitu: (1) penanganan terhadap pengemis berkostum badut karakter di kota
Palangka Raya dengan cara memantau, mengawas, menghimbau, memberikan
sosialisasi serta menertibkan pengemis berkostum badut karakter yang dianggap
melanggar aturan. (2) implementasinya berjalan dengan baik tetapi masih kurang
optimal sebab masih banyaknya pengemis berkostum badut karakter di kota
Palangka Raya yang melanggar aturan dengan masih melakukan kegiatannya. (3)
faktor yang mempengaruhi implementasinya disebabkan munculnya pengemis
dengan menggunakan kostum badut karakter di kota Palangka Raya dengan alasan
faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kata Kunci: Penanganan, Pengemis Berkostum Badut Karakter, Peraturan Daerah.



ABSTRACT

Poor and developing countries like Indonesia, the problem of poverty is a
dilemma. On the one hand, there is the idealism of the state to appear as a country
that prospers its people. On the other hand there is the fact that such countries do
not help solve social problems. So that the emergence of the phenomenon of
beggars using character clown costumes in Palangka Raya City. The focus of the
problem in this study is to find out and analyze the handling of Beggars in
Character Clown Costumes in Palangka Raya City as well as the implementation
and factors that influence the implementation of Palangka Raya City Regional
Regulation No. 9 of 2012 concerning Handling Homeless, Beggars, Prostitutes
and Street Children. This study uses an empirical legal research type with a
sociological juridical type and a socio-legal approach in a qualitative descriptive
form. In this study, there were 2 (two) subjects, namely the Palangka Raya City
Social Service staff and Palangka Raya City Satpol PP staff and 3 (three)
informants, namely Beggars in Character Clown Costumes. The techniques used
for data collection are: observation, interviews and documentation. The results of
this study, namely: (1) handling beggars dressed as clown characters in the city of
Palangka Raya by uniting, supervising, appealing, providing socialization and
controlling beggars in character clown costumes who are considered to violate the
rules. (2) the implementation is going well but still not optimal because there are
still many beggars wearing clown costumes in the city of Palangka Raya who
violate the rules by still carrying out their activities. (3) the factors that influence
its application are due to the emergence of beggars using bad character costumes
in the city of Palangka Raya by reason of economic factors to meet the needs of
daily life.

Keywords: Handling, Character Clown Costumed Beggars, Regional Regulations.
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Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan
0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin
yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan
Bersama tersebut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif Tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
) Ba B Be
o Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha’ h ha (dengan titik di bawah)
t kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal 4 zet (dengan titik di atas)
B ra’ R Er
) Zai Z Zet
" Sin S Es
ui Syin Sy es dan ye
U Sad S es (dengan titik di bawah)
) Dad d de (dengan titik di bawah)
N ta’ t te (dengan titik di bawah)
1 za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ) koma terbalik
't Gain G Ge
s fa’ F Ef
k) Qaf Q Qi
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| Kaf K Ka

d Lam L El

2 Mim M Em

) Nun N En

P Wawu W Em

® Ha H Ha

e Hamzah ’ Apostrof
s ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

Cpaxtia Ditulis muta'aqqidin
RS Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
aua Ditulis Hibbah
L Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang ‘“al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

sl 5Y 1 S

Ditulis

karamah al-auliya
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2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah

ditulis t.

hall 318 Ditulis zakatul fifri

D. Vokal Pendek

o Fathah Ditulis A
oy Kasrah Ditulis I
i~ Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
adlals Ditulis Jahiliyyah
Fathah + ya’ mati Ditulis A
2oy Ditulis yas'a
Kasrah + ya’ mati Ditulis I
?—‘)S Ditulis Karim
Dammah + wawu mati Ditulis U
uijg Ditulis Furid
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
Sy Ditulis Bainakum
Fathah + wawu mati Ditulis Au
djg Ditulis Qaulun
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan
Apostrof

(“Lﬁ Ditulis a’antum
Caae | Ditulis u'iddat
ol )SE Al Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ui)ﬁj\ Ditulis al-Qur’an
w\_@j\ Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el) nya.

el Ditulis as-Sama’

il Ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

U.AJ‘)&\ 8.9 Ditulis zawi al-furiid
) d&,\ Ditulis ahl as-Sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak terlepas dari masalah
kemiskinan dan kesenjangan sosial, yang sering terjadi di pedesaan maupun di
perkotaan. Tetapi, permasalahan yang terjadi di perkotaan lebih rumit
dibandingkan yang berada di pedesaan. Seperti banyaknya rumah yang saling
berdekatan bahkan berhimpitan, fenomena pengamen dan pengemis jalanan yang
semakin meningkat jumlahnya, kondisi ini sangat memprihatinkan dan berharap
segera dapat di atasi.' Negara miskin dan berkembang seperti Indonesia, persoalan
ketenagakerjaan memperlihatkan adanya dilema. Di satu sisi ada idealisme negara
untuk tampil sebagai negara yang mensejahterakan rakyatnya. Di sisi lain ada
kenyataan bahwa negara seperti tidak berdaya mengatasi ketimpangan sosial.

Masyarakat dituntut untuk berpikir dan bereaksi terhadap kondisi tersebut
untuk bertahan hidup salah satunya dengan cara menjadi pengamen atau pengemis
menggunakan kostum yang biasa disebut dengan badut jalanan atau disini peneliti
menyebutnya pengemis berkostum badut karakter. Maksud badut disini adalah
sosok pengamen atau pengemis yang menggunakan kostum berbagai macam
bentuk karakter kartun dengan membawa radio mini sebagai bentuk penghiburan
kepada masyarakat sekitar yang melihat. Badut juga melakukan aksi seperti

berjoget dan melambaikan tangan sehingga menarik perhatian anak-anak sampai

! Nor Fajriah, Zakiyah, Yunisa Fitriana, “Analisis Perbandingan Tingkat Kesejahteraan
Pengamen Badut dengan Pengemis Jalanan di Martapura®, dalam http://eprints.uniska-
bjm.ac.id/6863/1/artikel-nor%20fajriah-17510104.pdf (27 November 2021).

2 Besar, “Pengamen dan Dilema Negara Kesejahteraan”, dalam https://business-
law.binus.ac.id/2016/08/31/pengamen-dan-dilema-negara-kesejahteraan/ (2 Desember 2021).



orang dewasa. Maraknya aktivitas tersebut pada akhirnya memberikan doktrin
kepada masyarakat bahwa profesi badut merupakan seseorang yang identik
dengan pengamen/pengemis atau penghibur jalanan.?

Pengemis berkostum badut karakter dalam melakukan kegiatannya juga
terdapat unsur meminta-minta serta mengharap belas kasihan dari orang lain.
Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umat Islam bahwasanya bekerja
merupakan sebuah keharusan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya.
Tetapi beliau tidak mau bekerja dari hasil meminta-minta apalagi dengan
mengharap belas kasihan dari orang lain. Bahkan Rasulullah SAW melaknat
orang-orang yang bekerja dengan cara meminta-minta atau mengharap belas
kasihan dari orang lain. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan umat Islam untuk

bekerja dan berusaha.” Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 105:
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Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata,
lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan™.” (Q.S. At-

Taubah: 105)

® Ilham Ma’rufi dan Mulia Ardi, “Nilai-Nilai Budaya dalam Lagu Ndas Gerih Karya
Denny Caknan; Studi Semiotika Ferdinand De Saussure”, Al Munir:Jurnal Komunikasi dan
Penyiaran Islam, Vol. 12, No. 01 (Januari-Juni 2021), 23.

* M.S. Almujaddedi dan Zainuddin, “Profesi Pengamen dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah”, Hukum Islam, Vol. XIX, No. 2 (Desember 2019), 75.

> At-Taubah, 9: 105.



Tugas negara dalam hal ini pemerintah daerah seharusnya dapat menjadi
fasilitator untuk membuat mereka lebih terampil menghibur masyarakat dan untuk
itu disiapkan pula tempat-tempat yang memang layak untuk mengasah
keterampilan berkesenian mereka sambil memberi mereka lapangan mata
pencaharian secara lebih terhormat.®

Lembaga yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah serta
menanggulangi angka kemiskinan, melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan
rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
adalah Dinas Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga melaksanakan peran sebagai
pelaksana daerah dibidang sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan daerah dan berupaya untuk mengatasi permasalahan sosial
dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.’

Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar, dinyatakan bahwa:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan
bangsa...dst’. Jadi, negara bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan
negara ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.? Makna
yang tersurat dalam pasal tersebut bahwa negara dalam hal ini pemerintah

terutama para kepala pemerintahan memiliki peranan penting dalam menjaga,

® Besar, “Pengamen dan Dilema.

" Siti Latipah, Dine Meigawati, Andi Mulyadi, “Kinerja Dinas Sosial dalam Menangani
Anak Jalanan di Kota Sukabumi”, Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Vol. 10, No. 1
(Juni 2021), 76.

® Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat (1).



melindungi dan memberdayakan masyarakatnya (fakir miskin dan anak-anak yang
terlantar termasuk pengemis berkostum badut karakter) untuk berkehidupan yang
lebih layak dan sejahtera sesuai cita-cita perjuangan para pendiri bangsa tercinta
kita Republik Indonesia.? Pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)
menyatakan bahwa “Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012
tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan di
dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “Dilarang melakukan
penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan
cara apapun yang mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan
orang lain”.!* Jika melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan ketentuan
pidana sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) yaitu, “Setiap orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) hari paling lama 3 (tiga) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) paling banyak
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”.** Implementasi menjadi bagian penting dalam
penerapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan karena

° Besar, “Pengamen dan Dilema.

19 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2).

1 peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan
Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan, Pasal 5 ayat (2).

12 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan
Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan, Pasal 20 ayat (1).



implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan
mengacu kepada aturan tersebut untuk mencapai tujuan suatu kebijakan.

Kehadiran pengemis berkostum badut karakter di Kota Palangka Raya
dalam beberapa waktu ini kian marak saja. Aktivitas dengan kostum berupa
karakter kartun sambil menari dan mengajak berfoto bersama terlihat di beberapa
ruas jalan. Terkait hal itu, Nyta Bianyta Rezza selaku Kepala Dinas Sosial
(Kadinsos) Kota Palangka Raya mengatakan jika selama ini pihaknya telah
memantau keberadaan badut-badut jalanan tersebut.™

Berdasarkan observasi awal, peneliti bertemu seorang pengemis badut
yang menggunakan kostum karakter dan bercerita alasan beliau menjadi seorang
badut untuk memenuhi kehidupannya karena bekerja menjadi badut adalah
pekerjaan yang tidak berat, santai, tanpa ada aturan dan batasan dari orang lain.
Jadi, menurut beliau pekerjaan menjadi badut yang layak untuk beliau. Beliau
melihat peluang menjadi badut lebih besar untuk mendapatkan penghasilan
sehingga beliau mencoba menyewa kostum badut karakter dan akhirnya beliau
memutuskan untuk membeli sendiri. Beliau bercerita belum pernah ditegur Satpol
PP maupun Dinas Sosial tetapi beliau pernah ditegur oleh Dinas Perhubungan
agar tidak berkeliaran di simpang lampu merah sehingga beliau memutuskan
untuk berkeliling ke rumah makan besar yang ramai pengunjung yang berada di
sekitaran kota Palangka Raya. Beliau mengatakan jika sudah mempunyai uang

yang cukup beliau ingin membuka usaha dan berhenti menjadi badut.**

13 Hendri, “Marak Aktivitas Badut Jalanan di Palangka Raya, ini Kata Dinas Sosial”,
dalam  https://www.borneonews.co.id/berita/205199-marak-aktivitas-badut-jalanan-di-palangka-
raya-ini-kata-dinas-sosial (15 Januari 2022).

“ H.K, Wawancara (Palangka Raya, 24 November 2021).



Menurut pengamatan peneliti, keberadaan pengemis berkostum badut
karakter yang ada di sekitar kota Palangka Raya semakin bertambah. Mereka
berkeliaran di beberapa titik seperti: pom bensin, pusat kuliner dan pasar besar.
Dilihat dari kegiatan yang sering dilakukan pengemis berkostum badut karakter
tersebut sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan menggali lebih
dalam terkait penanganan pengemis berkostum badut karakter di Kota Palangka
Raya dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9
Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak
Jalanan. Kemudian akan peneliti buat dalam skripsi yang berjudul
“PENANGANAN PENGEMIS BERKOSTUM BADUT KARAKTER DI
KOTA PALANGKA RAYA (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN
ANAK JALANAN)”.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan pada bahasan, maka peneliti membatasi
masalah yang hanya berfokus pada penanganan Pengemis Berkostum Badut
Karakter di Kota Palangka Raya serta implementasi dan faktor yang
mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9
Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak
Jalanan.

C. Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan Pengemis Berkostum Badut Karakter di Kota
Palangka Raya?

2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9
Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan
Anak Jalanan terhadap Pengemis Berkostum Badut Karakter?

3. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan,
Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan terhadap Pengemis Berkostum
Badut Karakter?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari
penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang penanganan
Pengemis Berkostum Badut Karakter di Kota Palangka Raya.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang implementasi
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan
terhadap Pengemis Berkostum Badut Karakter.

3. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang faktor yang

mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya



Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna
Susila dan Anak Jalanan terhadap Pengemis Berkostum Badut Karakter.
E. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan masalah yang dikemukakan diatas, maka kegunaan
dari penelitian ini antara lain:
1. Kegunaan Teoretis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan
ilmu pengetahuan serta dapat dijadikannya pedoman atau referensi bagi
para peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam terkait
Penanganan Pengemis Berkostum Badut Karakter tersebut. Dan juga
diharapkan dapat menambah kepustakaan IAIN Palangka Raya khususnya
untuk mahasiswa/i yang mengambil program studi Hukum Tata Negara di
Fakultas Syari’ah.
2. Kegunaan Praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan
bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka
Raya dalam mengimplementasi kebijakan terhadap Pengemis Berkostum

Badut Karakter di Kota Palangka Raya tersebut.

F. Sistematika Penulisan



Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang
menjadi pokok penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan
ini sebagai berikut:

1. BAB | PENDAHULUAN
Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoretik, dan Deskripsi
Teoretik.
3. BAB Il METODE PENELITIAN
Bab ini berisi Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis dan Pendekatan
Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengabsahan
Data dan Teknik Analisis Data.
4. BAB IV PEMBAHASAN
Bab ini berisi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Gambaran Umum
Subjek dan Informan Penelitian, Hasil Penelitian dan Analisis.
5. BABYV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik
perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan
sebelumnya, sehingga menjadi alat bagi seorang peneliti untuk menegaskan
identitas dan orisinalitas penelitiannya dengan bertumpu kepada teori, konsep, dan
hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitiannya serta kerangka berpikir
peneliti dalam membangun konsep yang mendasari penelitiannya. Untuk lebih
jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema
yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:
Muhammad Saiful Arifin, NIM. 1302120273, Palangka Raya: Program
Studi Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama
Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2017, skripsi dengan judul “Pengemis Dan
Penanganannya Di Kota Palangka Raya”.
Rumusan masalah penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan penanganan Dinas Sosial terhadap
keberadaan pengemis?
2. Berdasarkan peraturan apa penanganan pengemis di Kota Palangka
Raya?
3. Bagaimana dampak keberadaan pengemis terhadap perekonomian

masyarakat Palangka Raya?

10
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Hasil penelitian ini adalah keberadaan pengemis disebabkan mengenai
beberapa faktor-faktor, antara lain: (1) Faktor natural karena menyandang masalah
fisik yang kurang sempurna sehingga menyebabkan mereka menyerah dengan
kondisi mereka. (2) Faktor perekonomian (ekonomi lemah) yang kurang
mencukupi dan mengharuskan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka
sehingga mengemis dijadikan jalan keluarnya dan (3) Faktor kulturan atau
kebudayaan yaitu dimana seseorang merasa malas untuk bekerja, sehingga merasa
nyaman dengan kegiatan meminta-minta kepada orang lain dari pada berusaha
untuk merubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Penanganannya mengacu
pada Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan
Gelandang, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan pada Pasal 3 dan Pasal 10.

Persamaan penelitian yaitu terkait penanganan pengemis di Kota Palangka
Raya. Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah
terletak pada fokus penelitiannya yaitu penelitian ini memuat tentang keberadaan
pengemis terhadap perekonomian masyarakat. Sedangkan fokus penelitian
peneliti adalah tentang penanganan pengemis berkostum badut karakter. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Ayu Istanfaa Warda, NIM. C03216006, Surabaya: Program Studi Hukum
Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, Tahun 2020, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Sanksi Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis Dan

Pengamen”.
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Rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi sanksi pidana bagi pemberi uang atau barang
kepada pengemis dan pengamen menurut Perda DKI Jakarta
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana
bagi pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen
menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Ketertiban Umum?

Hasil penelitian ini adalah memberi uang atau barang kepada pengemis
atau pengamen jalanan dijadikan sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang ketertiban umum. Hukum
pidana Islam yang termasuk dalam hukuman tersebut yakni menggunakan sistem
sanksi takzir. Jarimah takzir merupakan bentuk jarimah yang kadar dan
hukumannya ditentukan oleh pemerintah (ulil amri) dan sanksinya tesebut
menggunakan sistem berupa pemenjaraan. Tindak pidana tersebut termasuk tindak
pidana mukhalafat yang berarti tidak menasehati ketetapan yang dikeluarkan oleh
Negara, yang berwujud larangan maupun perintah. Namun, sistem sanksinya
berupa takzir.

Persamaan penelitian yaitu terkait pengemis. Adapun perbedaannya
penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada fokus penelitiannya
yaitu penelitian ini memuat tentang sanksi pidana dan pidana Islam bagi pemberi
uang atau barang kepada pengemis dan pengamen menurut Perda DKI Jakarta

Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sedangkan fokus penelitian
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peneliti adalah tentang penanganan pengemis berkostum badut karakter. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

Ade Maudinah, NIM. 170902073, Medan: Program Studi Ilimu
Kesejahteraan Sosial, Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik, Universitas Sumatera
Utara, Tahun 2021, skripsi dengan judul “Strategi Bertahan Hidup Anak
Jalanan Sebagai Pengamen Badut Di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan
Medan Baru Kota Medan”.

Rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi bertahan hidup anak jalanan sebagai pengamen
badut di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan?

Hasil penelitian ini adalah strategi bertahan hidup pengamen badut ada 3
yaitu: (1). Strategi aktif untuk menambah pendapatan keluarga dengan
mengoptimalkan segala potensi keluarga. (2). Strategi pasif dengan cara
mengurangi pengeluaran keluarga. Dan (3). Strategi jaringan yang dilakukan
dengan menjalin relasi, baik formal maupun lingkungan sosialnya dari lingkungan
kelembagaan.

Persamaan penelitian yaitu terkait badut. Adapun perbedaannya penelitian
ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada fokus penelitiannya yaitu
penelitian ini memuat tentang strategi bertahan hidup pengamen badut. Sedangkan
fokus penelitian peneliti adalah tentang penanganan pengemis berkostum badut

karakter. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.
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Della Kurania Illahi, NIM. 02011181722070, Palembang: Program Studi
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Tahun 2021, skripsi
dengan judul “Implementasi Pasal 20 Dan 22 Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2013 Terhadap Manusia Badut Di Kota Palembang”.

Rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 20 dan 22 Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2013 terhadap Manusia Badut di kota Palembang?

2. Apakah faktor yang mempengaruhi Implementasi Pasal 20 dan 22
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 terhadap Manusia Badut
di kota Palembang?

Hasil penelitian ini adalah Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan,
Gelandangan dan Pengemis sudah cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari
menurunnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang
sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. Faktor yang sangat berpengaruh sehingga
penjangkauan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini masih belum
optimal ialah sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Persamaan penelitian yaitu terkait implementasi peraturan darah terhadap
badut. Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah
terletak pada fokus penelitiannya vyaitu penelitian ini memuat tentang
implementasi peraturan daerah kota Palembang. Sedangkan fokus penelitian
peneliti adalah tentang penanganan pengemis berkostum badut karakter. Jenis

penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.
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Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas,
maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif
serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini.

. Kerangka Teoretik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang
sesuai untuk membantu peneliti dalam memahami dan menjawab permasalahan
penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori yang
digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, yaitu: Teori Penanganan, Teori
Perlindungan Sosial, Teori Implementasi Kebijakan dan Teori Kesenjangan
Sosial.

Penanganan terhadap pengemis berkostum badut karakter disini peneliti
menggunakan teori penanganan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan
sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga
dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.”
Usaha-usaha penangangan gelandangan pengemis terus diupayakan oleh
pemerintah sebagai bentuk pencegahan peningkatan populasi gelandangan
pengemis di Indonesia. Karena berawal dari gelandangan pengemis dapat
melahirkan masalah-masalah sosial lainnya yang cenderung merugikan.
Walaupun dalam pelaksanaannya sangat kompleks dan harus melibatkan berbagai

instansi untuk mendukung upaya-upaya penanganan gelandangan pengemis,

1 . L
5 “Pengertian Penanganan dan Pengkoordinasian”, dalam

http://eprints.polsri.ac.id/6121/3/bab%20ii.pdf (6 Agustus 2022).
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segala usaha terus dilaksanakan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam
penanganan gelandangan pengemis di Indonesia.*®

Penanganan meliputi usaha preventif, responsif, rehabilitatif yang
bertujuan agar tidak terjadi penggelandangan dan pengemisan, serta mencegah
meluasnya pengaruh yang diakibatkan olehnya dalam masyarakat dan
memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota
masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para
gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai
taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat
manusia."’

Penanganan pengemis berkostum badut karakter dengan cara melindungi
status sosialnya. Sehingga peneliti menggunakan teori perlindungan sosial untuk
mengkaji  perlindungan terhadap pengemis berkostum badut karakter.
Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses
pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam
sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan
konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah
harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan
kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945

juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara

®  Puspensos, “Bentuk Penanganan Gelandangan dan Pengemis”, dalam

https://puspensos.kemensos.go.id/bentuk-penanganan-gelandangan-dan-pengemis (6  Agustus
2022).

7 peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan
Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan.



17

dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang
bersifat nasional. Suharto mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala
inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk
mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin,
melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan, serta meningkatkan
status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Pelaksanaan sistem perlindungan sosial di Indonesia telah menempuh jalan
yang cukup panjang. Program-program yang sejatinya tergolong sebagai program
perlindungan sosial telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan orde baru. Meski
begitu, program-program tersebut belum dirancang secara eksplisit dibawah
sebuah sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial Indonesia
diarahkan untuk membantu mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan
berkeadilan.™®

Program-program perlindungan sosial di Indonesia sampai saat ini masih
dapat terus dikembangkan. Selama ini, banyak program perlindungan sosial di
Indonesia yang masih dilaksanakan secara terpisah-pisah. Lahirnya Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang
diikuti lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi salah satu momen penting dalam
perjalanan sistem perlindungan sosial di Indonesia. Undang-Undang tersebut
mengatur sebuah sistem jaminan sosial yang lebih terpadu untuk dilaksanakan

pada masa mendatang. Layaknya program jaminan sosial, program bantuan sosial

'8 Raditia Wahyu Supriyanto, Elsa Ryan Ramdhani, Eldi Rahmadan, Perlindungan Sosial
di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan, (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan
Masyarakat Kementeriaan PPN/Bappenas, 2014), 2.



18

di Indonesia juga masih membutuhkan pengembangan dan transformasi. Dengan
pengembangan dan transformasi pada program jaminan serta bantuan sosial,
diharapkan pengurangan angka kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar, hingga
perlindungan bagi penduduk atas setiap guncangan sosial ekonomi di Indonesia
dapat diwujudkan.’® Perlindungan sosial erat kaitannya dengan mendapatkan
pekerjaan layak untuk penghidupan dan untuk memerangi kemiskinan,
keterbelakangan, dan ketidaksetaraan.”

Teori implementasi kebijakan dalam pnelitian ini digunakan untuk
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012
tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan
terhadap Pengemis Berkostum Badut Karakter. Implementasi merupakan kegiatan
yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.
Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau
kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat.
Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan
implementasi terhadap kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan
realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van
Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang

memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi

19 H
Ibid., 3.
20 Habibullah, Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia, Sosio Informa, Vol. 3,
No. 01 (Januari-April 2017), 4.
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pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.?* Menurut
Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk
mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta
berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah
diputuskan sebelumnya.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada
pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus
diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena
berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan,
sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards Ill, implementasi kebijakan
diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan.
Edwards Il memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan
mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat
keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retoris tersebut
dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi
keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap
birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja
birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam
implementasi suatu kebijakan.?

Menurut Oktasari, implementasi merupakan penyediaan sarana untuk

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

! Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal
Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1 (2010), 2.
% bid., 2-3.
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Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat
berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan
yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.?®
Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk
mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta
berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah
diputuskan sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sebatier, bahwa implementasi adalah
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,
namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif
yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan
atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau
mengatur proses implementasinya.?

Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna
Susila dan Anak Jalanan terhadap Pengemis Berkostum Badut Karakter disini
peneliti menggunakan teori kesenjangan sosial untuk mengatasi ketimpangan
akibat kemunculan fenomena pengemis berkostum badut karakter di Kota

Palangka Raya. Kesenjangan sosial adalah perbedaan jarak ekonomi antara

2 “Pengertian Implementasi”, dalam

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf (9  Agustus
2022).
* Ibid.
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kelompok satu dengan yang lainnya. Kesenjangan sosial disebut juga sebagai
ketimpangan sosial. Ketimpangan merupakan konsep yang lebih luas dari
kemiskinan karena didefinisikan berdasarkan seluruh populasi, tidak hanya bagian
populasi yang berada dibawah garis kemiskinan tertentu.”® Kita bisa menjumpai
kesenjangan sosial di lingkungan sekitar, misalnya gaya hidup antara keluarga
ekonomi atas atau kaya dengan keluarga ekonomi bawah atau miskin. Keluarga
ekonomi atas mampu berlibur keluar negeri karena punya sumber dana yang
cukup. Sementara keluarga ekonomi bawah pada umumnya sebatas bisa
mencukupi kehidupan sehari-hari.?

Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi dimana ada hal yang tidak
seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Entah itu secara personal maupun
kelompok. Dimana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari sebuah
ketidakadilan distribusi banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat.
Kesenjangan tersebut seringkali dikaitkan dengan adanya suatu bentuk perbedaan
yang sangat nyata serta dapat dilihat dalam segi keuangan masyarakat, seperti
kekayaan harta. Terlebih untuk hal kesenjangan dalam bidang ekonomi. Sekarang
ini sangat mudah dilihat dari adanya potensi serta peluang yang tidak sama dalam

posisi sosial di masyarakat.Selain itu, kesenjangan juga dapat dilihat dari adanya

%5 Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khandker, Pedoman Tntang Kemiskinan dan
Ketimpangan, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 111.

?® Nikita Rosa, “Kesenjangan Sosial: Pengertian, Faktor, Dampak, dan Upaya
Mengatasi”,  dalam https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6382292/kesenjangan-sosial-
pengertian-faktor-dampak-dan-upaya-
mengatasi#:~:text=Kesenjangan%?20sosial%?20adalah%20perbedaan%?20jarak,disebut%20juga%2
Osebagai%20ketimpangan%?20sosial. &text=Kita%20bisa%20menjumpai%20kesenjangan%20sosi
al,keluarga%20ekonomi%20bawah%?20atau%20miskin. (6 November 2022).
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ketidaksetaraan antara barang, jasa, hukum, dan kesempatan yang didapatkan oleh
setiap individu.?’

Pengertian kesenjangan sosial beserta dengan dampak-dampak yang
muncul akibat kesenjangan sosial di Indonesia tampaknya tidak sekedar bisik-
bisik saja. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 yang di update pada
September, setidaknya ada 27,55 juta jiwa penduduk miskin. Dimana tahun 2020
angka kemiskinan mengalami peningkatan. Kesenjangan sosial memang bukan
sesuatu hal yang mudah ditemukan jalan keluarnya. Pemerintah selalu
mengupayakan, tetapi hasilnya tetap sama saja. Salah satu solusi mengurangi
kesenjangan sosial adalah kesadaran kolektif para pejabat. Agar tidak fokus
makan uang rakyat, tetapi fokus membangun perekonomian rakyat.?

C. Deskripsi Teoretik
1. Tinjauan Umum tentang Pengemis Berkostum Badut Karakter
a. Pengertian Pengemis Berkostum Badut Karakter

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan
meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan asalan untuk
mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis
adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.
Pengemis kebanyakan adalah orang orang yang hidup mengelandang.
Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu

berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada

T Laeli Nur Azizah, “Pengertian Kesenjangan Sosial, Bentuk, Faktor, Dampak dan
Solusinya”, dalam https://www.gramedia.com/literasi/kesenjangan-sosial/ (6 November 2022).

® Yusuf Abdhul, “Kesenjangan Sosial: Pengertian, Dampak dan Contoh”, dalam
https://deepublishstore.com/materi/kesenjangan-sosial/ (7 November 2022).
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umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa
dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung
oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi
dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja
serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.?

Badut adalah seorang aktor yang berpura-pura menjadi bodoh
untuk menghibur penontonnya. Singkatnya, dia seorang pelawak,
seorang yang mencoba untuk membuat orang lain tertawa dengan
menjadi lucu. Mereka memiliki sifat gembira, dan dapat dilihat secara
fisiknya yaitu memakai wig warna-warni, make up, kostum dan juga
memakai sepatu yang berukuran besar. Seringkali badut menampilkan
komedi atau humor yang bersifat fisik. Badut diterima di banyak
kebudayaan, pada waktu dan tempat yang berbeda-beda karena pada
dasarnya manusia memerlukan badut. Badut bukan hanya orang dengan
kostum lucu yang membagikan balon dan brosur acara, tapi badut adalah
seni berkelas tinggi.

Badut adalah satu profesi yang tidak bisa dipisahkan dari dunia
hiburan. Kehadiran mereka bisa menambah marak suasana, mulai dari
pesta anak-anak sampai pertunjukkan sirkus kelas dunia.*® Menjadi badut
yang membahagiakan orang itu tidak mudah. Butuh kemauan, kesiapan

berkorban, dan kerja keras. Namun tentu saja imbalannya sepadan, yaitu

2% «“pengertian Pengemis”, dalam http://repository.uin-suska.ac.id/2741/4/BAB%20I11.pdf
(7 November 2022).

%0 Anon Ertana, “Badut Sebagai Simbol Perilaku Menyimpang pada Kehidupan Sosial
dalam Seni Lukis”, (Proyek Studi—Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016), 7.
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senyum ceria jiwa-jiwa suci yang lugu itu. Tidak bisa dibandingkan binar
mata dan canda tawa mereka yang penuh cahaya.*

Badut dapat dimasukkan sebagai kategori profesi yang bertujuan
untuk menghibur. Karena itu, hiburan disajikan oleh sosok badut lebih
cenderung memimpin hiburan jalanan seperti mengamen atau mengemis.
Dan dari sini, tak jarang orang yang melihat kehadiran badut sebagai
sosok pengamen atau pengemis yang hanya dilengkapi dengan kostum
dan alat musik seperti speaker portabel yang di dukung oleh baterai.*
Badut dapat di identifikasi oleh beberapa karakteristik yang mereka
miliki. Badut dijelaskan sebagai karakter yang lucu tetapi tidak jarang
ada beberapa orang yang merasa tidak menyukai badut karena ada
beberapa karakter badut cenderung menakutkan.*

Pengemis berkostum badut karakter adalah seorang pengemis
yang menggunakan kostum berbagai macam karakter kartun sehingga
banyak disukai oleh anak-anak. Biasanya pengemis berkostum badut
karakter menghibur dengan membawa radio mini, berfose-fose dipinggir
jalan atau tempat-tempat ramai.

b. Faktor Kemunculan Pengemis Berkostum Badut Karakter
Masalah kemiskinan merupakan problema yang selalu dihadapi
oleh negara-negara berkembang. Banyak negara-negara yang terkesan

tidak dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi negara tersebut,

31 (i
Ibid., 8.
%2 Ali Ramadhan dan Juliano Umar Permana, “Space Comfort in Street Clown Products:
Case Stucsigf on Mampang Clown”, Journal of Urban Society’s Art, Vol. 6, No. 1 (April 2019), 27.
Ibid., 28.
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sehingga tidak jarang pula penyelesaian kemiskinan di suatu negara
melibatkan campur tangan dari negara lain bahkan oleh perserikatan